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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
“Never give up, fix mistakes, keep stepping, think big and act now!”

(®*Jangan peraah menyerah, perbaiki kesalahan, terus melangkah, berpikirlah
besar dan bertindaklah sekarang!”)

YA fear will only make you weak and lose confidence, complaining will never solve the

problem. Ignore the fear, stop complaining and take action!”

(*Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan keyakinan, mengeluh
tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Abaikan ketakutanmu, berhenti

mengeluh dan segera bertindak!”)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

¢ Orang tuaku
e Adik - adikku
e Sahabat —sahabatku

e Almamaterku
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ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENGELOLAAN APBD PEMERINTAHAN PADA DINAS PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG

Oleh:
Tiara Gumillary Irin

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik,
dan pengawasan secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD. Sampel penelitian ini
adalah pejabat yang terkait dengan pengelolaan APBD pada seluruh dinas Pemerintah Kota
Palembang berjumlah 17 dinas, masing — masing dinas 4 orang pejabat pengelola keuangan
sehingga berjumlah 68 orang.

Metode pengambilan sampel adalah metode sensus, dimana populasi yang dijadikan
sampel 59 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang
digunakan adalah model Regresi Linear Berganda dan analisis Regresi Moderasi. Untuk menguji
hipotesis secara simultan dan parsial digunakan Uji F dan Uji t. Untuk menguji variabel
moderasi digunakan Uji Nilai Selisih Mutlak.

Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel
akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap
pengelolaan APBD. Secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap
pengelolaan APBD. Transparansi publik dan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap pengelolaan APBD.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan

Palembang, 23 September 2014
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND CONTROL OF
APBD MANAGEMENT WITH THE GOVERNMENT IN PALEMBANG LOCAL
GOVERNMENT

By:
Tiara Gumillary Irin

This research aims to examine the influence of accountability, transparency, and
simultaneous and partial control to the APBD management with the government whether it
strengthens or weakens the relationship between the independent and the dependent variables.
The sample of this research is the concerned officers relating to the APBD management at all
departments in Palembang municipality with the total number 17 departments, each department
consists of 4 financial management officers, so the total is 68 officers.

The method of sampling is census method, where the population sampled is 59 officers.
The data in this research is the primary data. Data were collected by using a questionnaire
distributed directly to the respondents. The method of analysis used in multiple linear regression
mode] and regression analysis 0 moderation. To test the hypothesis simultaneously and partiaily,
F-test and t-test the variable moderation, the Absolute Difference Value test is used.

The result of the research and the hypothesis test shows that simultaneously the variable
of public accountability, public transparency and control significantly affect the APBD
management. Partially public accountability significantly affect the APBD management. Public
transparency and controlling had no significant relation to the management of APBD.

Key words: Accountability, transparency, controlling

Palembang, 23 September 2014
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama satu dasawarsa Sumatera Selatan khususnya kota Palembang mengalami tingkat
pertumbuhan yang berfluktuatif, yang terjadi karena tidak stabilnya perekonomian nasional
yang diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi global yang semakin mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi nasional dan kota Palembang khususnya. Krisis ekonomi global telah
melemahkan sektor dunia usaha dan investasi di daerah ini, sehingga pemerintah daerah
khususnya kota Palembang mulai mencari alternatif untuk kembali menggairahkan
perekonomian daerah.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga — lembaga
publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian
yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga — lembaga
publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah.
Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas,
transparan dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat
terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah atau yang lebih dikenal sebagai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wujud dari akuntabilitas, transparansi dan
pertanggungjawaban pengelolaan APBD dalam pelayananan masyarakat adalah dengan
dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi ini
terlihat pada Kepres No.7 Tahun 1999 dimana pemerintah mewajibkan setiap instansi

pemerintah pusat maupun daerah sampai esselon Il untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas
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Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktifitas
Pemerintah Daerah juga diterbitkannya Undang — Undang Keterbukaan Informasi Publik
(UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktifitas Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan APBD adalah akuntabilitas dan
transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik
(Good Governance) adalah adanya pengelolaan APBD yang baik (Good Financial
Governance).

Tercapainya pengelolaan APBD yang baik itu juga tidak terlepas dari adanya
pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri
(pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri
pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus (oversight body)
yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian APBD. Pengawasan APBD
diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara
efisien, efektif dan ekonomis.

Pengelolaan APBD yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan
organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.
Pengelolaan APBD yang baik merupakan penerapan prinsip Value for Money (VfM) dan
mutlak dilakukan. Implementasi prinsip value for money diyakini dapat memperbaiki kinerja
sektor publik. Value for Money merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang

mendasar pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for Money




dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai
output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo: 2002).

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD saat ini adalah menguatnya
tuntutan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik
seperti unit — unit kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah
kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkap segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi
yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga — lembaga dan informasi perlu di akses
pihak — pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau.

Fenomena pengelolaan APBD ini terlihat bahwa informasi penyelenggaraan
pemerintahan terkait dengan pengelolaan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada
masyarakat belum di dapatkan masyarakat, publik tidak mendapatkan pelayanan yang
memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunan pemerintahan. Semua
badan publik tidak memberikan disposisi secara tertulis soal dokumen rencana kerja atau
rencana anggaran pada dinas/satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tidak mengumumkan
hasil audit BPK setiap tahunnya.

Keterbukaan atau informasi yang di dapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan
APBD adalah pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana
pembangunan (MUSREMBANG) pada berbagai tingkat. Pada tahap pelaksanaan

pengelolaan APBD dan tahap akhir pengelolaan APBD informasi dan keterlibatan publik
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terputus, yang artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD.
Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan skala
prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana
pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas tidak sesuai dengan usulan
pada saat musyawarah rencana pembangunan.

Fenomena sehubungan dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan
pengelolaan APBD adalah: pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan pelaksanaan anggaran
publik tidak mendapat akses (akuntabilitas rendah), pelaksanaan anggaran yang buruk,
pemborosan anggaran atau anggaran yang tidak hemat, kelambatan melaporkan keuangan
serta tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan
laporan pertanggungjawaban keuangan Kota Palembang beberapa periode terakhir ini oleh
BPK.

Fenomena lain yang terkait dengan pengelolaan APBD adalah masalah Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai memalukan karena beberapa periode terakhir
ini LKPD selalu berstatus Disclameir. LKPD disclaimer tidak patuhnya para pengelola
APBD terhadap ketentuan — ketentuan yang sudah ditetapkan.

SKPD — SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena
pengelolaan inefisiensi, kebocoran dana, pemborosan dan selalu merugi. Tuntutan baru agar
SKPD - SKPD meningkatkan pelayanan melalui perwujudan value for money dalam
menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Value for Money merupakan konsep
pengelolaan pelayanan umum yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi,
efisiensi, dan efektifitas. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan value for money masih

banyaknya anggaran belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi hasil minim,



anggaran digunakan tidak didasarkan pada kebutuhan/skala prioritas, penggunaan anggaran
yang boros).

SKPD — SKPD seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab
bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak didasarkan pada value for money. Value for
money harus di operasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena dalam konteks
otonomi daerah value for money merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah
mencapai good governance yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien,
efektif responsif dan akuntabel.

Dari uraian yang telah dijelaskan dan fenomena yang terjadi diatas dapat penulis ingin
melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan

terhadap pengelolaan APBD pada dinas Pemerintahan kota Palembang’'.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian

sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBD dengan Value for Money
pada Instansi Pemerintah di Kota Palembang ?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan APBD dengan Value for Money
pada Instansi Pemerintah di Kota Palembang ?

3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD dengan Value for Money

pada Instansi Pemerintah di Kota Palembang ?

4. Apakah akuntabilitas, transparansi, pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan

APBD baik secara simultan maupun parsial ?



1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,
maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan
pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan Value for Money.
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan
pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan Value for Money secara simultan

maupun parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pihak — pihak sebagai berikut:

. Untuk mengetahui pencapaian akuntabilitas publik dan pengawasan dalam rangka
pengelolaan APBD dan hubungannya dengan keberhasilan dinas dalam menyusun
laporan pertanggungjawaban.

2. Untuk memberikan masukan yang berarti bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
sebagai pengguna anggaran dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai fungsi
budgeting tentang pengelolaan APBD dengan value for money.

3. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi bagi
peneliti selanjutnya pada khususnya dan bidang ilmu akuntansi sektor publik pada

umumnya.
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